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l. . Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan
dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan
(organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap
system penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang
punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi ini cepat
dirasakan masyarakat, maka diperlukan adanya suatu upaya percepatan yang dilakukan untuk memberikan dampak positif
jangka pendek sebagai outcome dari langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah
mencanangkan program quick wins sebagai bentuk solusi percepatan program tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan manusia dan Kebudayaan
diperlukan adanya Quick Wins Kementerian Koordinator Bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Dalam Permenpan
No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, disebutkan bahwa Quick Wins adalah suatu langkah
inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi terutama
berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Quick
wins dilakukan untuk mendapatkan momentum yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri instansi dalam melakukan
langkah reformasi birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat (to win public’s heart).

Oleh karena itu, aktivitas yang dipilih dalam program percepatan ini, haruslah program yang mempunyai daya ungkit (key
leverage) yang terkait dengan perbaikan. Untuk itu telah disepakati Quick Wins Kemenko PMK tahun 2018 berdasarkan hasil
rapat koordinasi dan sinergi pelaksanaan program adalah:

. Transformasi Program Bantuan Sosial Pangan dari Beras Sejahtera (Rastra) ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
. Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
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l. 2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Tujuan penetapan quickwins tersebut dalam rangka mewujudkan Birokrasi yang
bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta birokrasi yang berkualitas khusus
pada pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan dari Rastra ke BPNT dan
Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

Sasaran

Sasaran dari program quick wins adalah perbaikan sistem dan mekanisme kerja
dalam menyalurkan Program Bantuan Sosial Pangan dari Rastra ke BPNT dan
Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
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I. 3. Kondisi Saat Ini

I.Landasan Hukum

. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025 ;
. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8) ;

. Peraturan Presiden No 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ;

. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor | Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ;

. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Rencana Strategis Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-2019

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang
Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

. SKB Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri
Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan
Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
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2. Transformasi Program Bantuan Sosial Pangan dari Rastra ke BPNT

Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) merupakan
salah satu instrumen kebijakan penting dalam penanggulangan kemiskinan bagi
masyarakat miskin berpenghasilan rendah. Sesuai arahan Presiden Rl tentang bantuan
sosial dan keuangan inklusif, maka sejak tahun 2017 Rastra yang merupakan kebijakan
subsidi sebagian ditransformasi menjadi pola bantuan melalui Program BPNT.
Pelaksanaan Rastra dan BPNT dipandang perlu dilakukan perbaikan dari sisi sasaran
penerima, waktu penerimaan bantuan, kualitas beras, dan kesiapan e-warong di semua
wilayah. Sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan, Rastra dan BPNT dilaksanakan
secara terpadu dengan mempertimbangkan wilayah surplus dan deficit. Proses
transformasi pola subsidi (Rastra) menjadi pola bantuan pangan (BPNT) juga harus
dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan infrastrukturnya. Selain itu mengingat
kebijakan Rastra dan BPNT sangat terkait dengan peran dan kapasitas Bulog dalam
melakukan serapan gabah-beras dari petani dan menjaga stabilisasi harga beras, maka
pemerintah perlu meningkatkan Cadangan Beras Pemerintah

Program Subsidi Rastra bertransformasi menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
yang dilaksanakan secara bertahap di 44 kota. Selanjutnya, pada Tahun 2018 BPNT
akan diperluas pelaksanaannya di 317 Kabupaten/ Kota, dan bagi yang belum siap
mendapatkan BPNT akan diberikan Bantuan Sosial Pangan atau Bansos Rastra.
Transformasi ini menandakan bahwa Program Subsidi Rastra sudah berakhir
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Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan dari pemerintah yang
diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang
digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH / pedagang bahan
pangan yang bekerjasama dengan Bank HIMBARA. Bertujuan untuk mengurangi beban
pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat
sasaran dan tepat waktu

BPNT diberikan sejak bulan Januari 2018 berupa beras dan telur yang diharapkan
dapat mendukung perbaikan gizi dan protein bagi masyarakat Indonesia, khususnya
bagi penerima program.Target awal penyaluran Tahun 2018 sebesar |0 juta Keluarga
Penerima Manfaat (KPM) di 24 kabupaten/kota. Pemerintah akan melakukan perluasan
yang mencakup lokasi dan jumlah penerima BPNT. Perluasan BPNT akan dilakukan di
59 kabupaten dan kota sebesar 3,5 juta keluarga penerima dan selesai pada bulan
Desember 2018.
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3. Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

Salah satu prioritas penggunaan Dana Desa TA. 2018 adalah mendukung pelaksanaan
Padat Karya Tunai (PKTD) di desa. PKTD merupakan kegiatan pemberdayaan
masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, bersifat produktif dengan
mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk
memberikan tambahan upah/ pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat

Target :
. Tahap I: 20% (Rp. 18T)
a. Penyaluran DD dari RKUN — RKUD
b.Penyaluran DD (Dana Desa) dari RKUD — RKD
. Tahap II: 40% (Rp. 24T)
a. Penyaluran DD dari RKUN — RKUD
b. Penyaluran DD dari RKUD — RKD,
. Tahap IlI: 40% (24T)
a. Penyaluran DD dari RKUN — RKUD
b. Penyaluran DD dari RKUD — RKD,
Total Pemanfaatan DD untuk PKTD
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I.4. Permasalahan

|I. Permasalahan Transformasi Program Bantuan Sosial Pangan dari Rastra ke BPNT

BPNT merupakan transformasi program beras untuk masyarakat pra sejahtera yang dibuat oleh
Kementerian Sosial pada 2017. Penerapannya dilakukan secara bertahap dengan tahap awal
sebanyak 1,4 juta orang penerima manfaat di 45 kota dan 6 kabupaten percontohan di seluruh
Indonesia. Mekanisme pencairan BPNT, masyarakat penerima manfaat mendapat transfer uang
senilai Rp 110.000, yang masuk dalam kartu yang difasilitasi oleh bank mitra. Uang tersebut
dapat ditukarkan dengan bahan pangan, seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan tepung
terigu melalui toko yang telah bekerjasama dengan Bulog. Permasalahan dalam penyaluran BNPT,
yaitu:
* Pelaksanaan perluasan BPNT tahap Il dan IV tahun 2018 di wilayah pemantauan relatif
kurang siap dibandingkan dengan di wilayah pelaksanaan awal tahun 2017 dan pada tahap |
dam Il tahun 2018.

* Permasalahan dalam data KPM masih berulang, kekurangan SDM dan pendanaan
menyebabkan daerah belum melakukan pemutakhiran data.

* Beberapa wilayah (Kota Ternate, Kota Sorong, Kabupaten Klungkung, Bogor,Bekasi, Kota
Banjarbaru, Kota Tebingtinggi dan Kota Pematangsiantar) belum selesai melakukan distribusi
KKS kepada KPM hingga penyaluran dilakukan.

* Perekrutan e-warong belum sesuai ketentuan, bahkan minimal | e-warong per desa belum
terpenuhi.
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. Saat pelaksanaan pemantauan, ada wilayah yang belum melakukan penyaluran BPNT:
Sorong (tahap Ill) dan Bogor dan Kota Pematangsiantar (tahap V).

. Pemahaman KPM mengenai prinsip dalam BPNT masih harus ditingkatkan melalui m
dan cara sosialisasi yang lebih mudah dipahami.

. Masih ditemukan adanya praktik pemaketan barang di e-warong/agen bank, bahkan di
beberapa wilayah diarahkan untuk pemaketan oleh pihak Dinsos.

. Sistem transaksi non tunai bank belum berjalan baik, seperti: operabilitas antar bank,
saldo nol, dan error lainnya.

. Ditemukan kendala infrastruktur komunikasi dan transportasi (tidak ada sinyal di
beberapa wilayah desa, lokasi e-warong yang relatif jauh).

2. Permasalahan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PKTD (1) Pemerintah desa yang belum
menetapkan APBDes sebagai syarat penyaluran dari tahap | dari RKUD ke RKD, (2) Beberapa
pemerintah desa kesulitan untuk memenuhi dana hak orang bekerja (HOK) sebesar 30% dengan
alasan kesulitan tenaga kerja, (3) Tidak adanya penduduk miskin dan pengangguran, (4) Tidak
adanya kegiatan yang dapat dikelola secara padat karya tunai dan (5) Pemerintah desa
membutuhkan waktu untuk merevisi APBDesnya agar mencapai 30% HOK
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BAB Il

PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI QUICKWINS KEMENKO

Il. 1. Transformasi Program Bantuan Sosial Pangan
dari Beras Sejahtera (Rastra) ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

I. Pendahuluan

Kebijakan Program Rastra yang dilakukan sejak tahun 1998 i 4 ‘
merupakan bagian dari Sistem Ketahanan Pangan Nasional, : Q -

. . . RAPAT KOORDIN X
yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai & N

kemandirian dan kedaulatan pangan, karena pangan adalah RASTRAA GUSTUSTONTAS

salah satu dari hak asasi manusia dan sebagai komoditas
strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Program Subsidi Beras bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah (Rastra) adalah bantuan
bagi masyarakat berpenghasilan rendah berupa beras
sebanyak 15 kg/bulan/KPM. Penyaluran beras bersu bsidi bagi

kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertulu.an untuk Gambar 2.1 : Rakor dalam rangka mempercepat penyaluran
mengurangi beban pengeluaran para Keluarga Penerima bantuan sosial PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan
Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu Beras Sejahtera (RASTRA), bertempat di Grand Sahid Hotel

juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan Kuningan Jakarta, pada tanggal 8 Agustus 2018

rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai
salah satu hak dasarnya.
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Dalam perkembangannya, sesuai arahan Presiden, setiap bantuan sosial dan subsidi
disalurkan secara non-tunai dan menggunakan sistem perbankan untuk kemudahan
mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan. Penggunaan sistem
perbankan tersebut dengan memanfaatkan layanan keuangan formal melalui
perbankan yang dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif dan
meningkatkan inklusi keuangan. Keluarga penerima manfaat akan mendapatkan
kartu kombo yang berisi dana bansos, dan dapat membeli beras dan telur sesuai
dengan kuantitas dan kualitas yang diinginkan.

Dengan berubahnya mekanisme penyaluran menjadi bentuk bansos, maka
ketepatan sasaran penerima semakin meningkat, jumlah beras yang diterima KPM
semakin meningkat, KPM tidak perlu mengeluarkan biaya tebus beras dan
penyaluran bansos pangan menjadi semakin mudah dikontrol.

Tantangan terbesar dalam program bantuan sosial pangan adalah meningkatkan
ketepatan sasaran dan kepatuhan pelaksanaan program bansos pangan yang sesuai
dengan peraturan, seperti Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Bansos Rastra dan
BPNT. Pemahaman perangkat daerah sangat beragam, khususnya dalam
pelaksanaan penyaluran BPNT
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2. Pelaksanaan Program

Realisasi penyaluran BPNT telah mencapai rata-rata diatas 90% namun masih didapat
praktek yang tidak sesuai dengan pedum dan juknis di lapangan karena kebijakan yang
bersifat lokal. Wilayah yang mengalami perluasan pada triwulan IV adalah 59
kabupaten/kota untuk Tahap 3 bulan Oktober 2018, 54 kabupaten/kota di Tahap 4 bulan
November 2018, sehingga total daerah yang mengalami perluasan BPNT hingga saat ini
telah mencapai 219 kabupaten/kota dengan jumlah KPM mencapai 10 juta KPM. Selama
tahun 2018, berdasarkan rencana aksi telah ditetapkan target KPM setiap triwulannya.
Secara mendetail target keluarga penerima manfaat dapat dilihat pada tabel 2.1. Sedangkan
untuk capaian setiap triwulan terhadap rencana kasi penerima KPM dapat dilihat pada
tabel berikut:

TAHUN 2018
PROGRAM

TRIWULAN | TRIWULAN I
TARGET REALISASI TARGET REALISASI

BPNT 1.286.194 1.050.463 >399.511 4.854.914

TAHUN 2018
PROGRAM

TRIWULAN II TRIWULAN IV
TARGET REALISASI TARGET REALISASI

BPNT >399.511 4.014.329 10.000.000 10.054.915

Tabel 2.1 : Realisasi Pelaksanaan Program BPNT Tahun 2018
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TARGET

PROGRAM
TWI TW2 TW3 TWH4
Transformasi Program Bantuan
. 8 1.286.194 | 5.399.511 |5.399.511 10.083.192
Sosial Pangan (Bantuan Pangan
) KPM KPM KPM KPM
NonTunai/ Bansos Rastra)

Tabel 2.2 : Realisasi Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT Tahun 2018

Perluasan Tahap 4 merupakan perluasan tahap akhir dari rencana perluasan BPNT tahun
2018. Hingga akhir tahun 2018 masih terdapat 295 kabupaten yang masih akan
menyalurkan Bansos Rastra, dengan jumlah KPM mencapai 5,5 juta KPM. Rencananya pada
tahun 2019 seluruh wilayah Indonesia akan sepenuhnya melakukan transformasi
penyaluran Bansos Rastra menjadi BPNT. Untuk realisasi anggaran BPNT dan Rastra
selama tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.2.

Anggaran Rastra dan BPNT tahun 2018 merupakan anggaran bansos, sehingga
dimungkinkan perpindahan mekanisme antara barang (beras) menjadi uang (non tunai).

______KkPM ANGGARAN
PROGRAM

Target Realisasi % Pagu Realisasi %

BPNT 10.000.000 10.054.915 100,05 772T 7,13T 92,3
RASTRA 5,5 Juta 5,3 Juta 96,3 12,86 T 12,07T 93,8

Tabel 2.3 : Realisasi Anggaran BPNT dan Rastra Tahun 2018
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Il. 2. Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

I. Pendahuluan
Pembangunan Desa sejatinya merupakan pembangunan dari, untuk dan oleh Masyarakat Desa
bersama-sama dengan Pemerintah Desa dan berbagai pihak terkait Desa. Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya untuk
menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, Pemerintah
(Kementerian/Lembaga), Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan
Pemerintah Desa harus bekerjasama dan saling mendukung dalam pelaksanaan kebijakan, program
dan kegiatan. Selain itu, diperlukan keterlibatan dan peran serta aktif masyarakat termasuk
masyarakat miskin dan marginal, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejak dari proses
musyawarah desa sampai dengan pelaksanaan dan monitoring evaluasi kegiatan, dengan
mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan dan keadilan sosial.

Presiden menegaskan pentingnya penguatan sinergi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa melalui Padat Karya Tunai (Cash for Work). Upaya tersebut dilakukan di 1.000 Desa
di 100 Kabupaten/Kota yang merupakan Desa dengan permasalahan sosial ekonomi yang harus
diatasi dengan segera. Pelaksanaan padat karya tunai di Desa akan dilakukan oleh Pemerintah
(Kementerian/Lembaga), Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) dan Pemerintah
Desa dengan mengutamakan asas kegotongroyongan, partisipasi dan musyawarah.

Pembangunan di Desa pada tahun 2018 dilakukan melalui Padat Karya Tunai Desa atau yang sering
disingkat PKTD, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam usaha memajukan pembangunan dan
perekonomian desa.
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RAPAT KOORDINASI

“KESIAPAN DAERAH DAN DESA
DALAM PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DIJS A"

Gambar 2.2 : Menko PMK memimpin rapat koordinasi
“Kesiapan Daerah dan Desa dalam Melaksanakan Padat
Karya Tunai Desa (PKTD) di Jakarta pada tanggal 31
Januari s/d 2 Februari 2018

Pemanfaatan Dana Desa sejak tahun 2018 diarahkan melalui pola dan mekanisme padat karya dengan
prioritas pelibatan warga masyarakat yang menganggur, setengah penganggur, miskin, dan yang mempunyai
balita bermasalah gizi (stunting), sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi
angka gizi buruk, mengurangi kemiskinan, menggerakkan ekonomi desa, serta mengembangkan kawasan
perdesaan. Kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) merupakan kegiatan pembangunan yang
diselenggarakan di Desa, dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal Desa, dan
teknologi lokal. Tujuan kegiatan padat karya adalah untuk memberikan tambahan upah/pendapatan bagi
masyarakat Desa, meningkatkan daya beli, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di Desa. Pelaksanaan
PKTD perlu mempertahankan gotong royong dan partisipasi dari masyarakat Desa sehingga pembangunan
yang dihasilkan dapat terpelihara dengan baik oleh Desa dan berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan melalui PKTD harus dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh agar dapat memberikan
kesempatan kerja dan tambahan upah atau pendapatan kepada masyarakat miskin desa.
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Untuk melaksanakan kegiatan padat karya tunai, sebanyak 36.568 orang pendamping Desa telah ditugaskan
untuk mensukseskannya di seluruh Indonesia, adapun skema padat karya tunai desa sebagai berikut ;

SKEMA PADAT KARYA TUNAI

TUJUAN @SASARAN PROGRAM |
Menciptakanlapangankerja 0
(7)
e Meningkatkan pendapatan SHURR L SHOEhyps
dand beli masayarakat
e Penduduk Miskin
Mendorong perflumbuhan
ekonomi, menurunkan kemiskinan, m
dan kesenjangan antar desa

o S T

R ® @
Menyerap te.naga kerja Meningkatkan daya Menurunkan kemiskinan
beli masyarakat antara

Meningkatkan pendapatan Meningkatkan
masyarakat secara agregat pertumbuhan
e ekonomi ¢

Gambar 2.3 : Skema Padat Karya Tunai
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balita akibat dari kekurangan gizi kronls (seca |perI|hatka
anak yang pendek untuk usianya atau kerdll)/%@dlsu stUn}upg
panjang, menyebabkan kualitas sumber dayagmﬁ%la yang tida
mengembangkan potensi dirinya. Penanggulan n stunting juga.
infrastruktur dasar kese,ha;an sepertl ket@rseﬁaan air bersih dan sanitasi
karena itu, salah satu sinergi yang Juga drla‘lgukan?‘\dalam keglatan PKTD adal&h \
2 menanggulangl permasaﬂahan“"stunt:hg g S s 4
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2. Pelaksanaan Program

Total Dana Desa yang dianggarkan untuk PKTD sebesar Rp. 32,31 Triliun dengan capaian
realisasi sebesar Rp. 25,86 Triliun atau sekitar 80%. PKTD dapat menyerap 128.150.337 Hari
Orang Kerja (HOK) melibatkan 7.959.997 orang untuk mengerjakan 277.033 kegiatan dengan
total pemberian upah sebesar Rp. 9,15 Triliun. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
melalui Dana Desa pada tahun 2018, digambarkan sebagai berikut :

Total Dana Desa yang dianggarkan: = 7 ,  Jumlah Kegiatan : \ 3 Upah yang diterima masyarakat :
“-n Rp 32,31 Trliliun ~f  277.303 Kegiatan ﬁ Rp 9,15 Trliliun
‘@‘ Total Realisasi : Total Hari Orang Kerja (HOK) :
YJ Rp 2585 Triiun < 128.150.337 HOK

Jenis pekerja yang terserap oleh pelaksanaan PKT

(Jumlah tenaga kerja terserap 7.959.997 Orang) Atk

» 7,27 juta orang

Gizi Buruk; 45660 ; 1% Lainnya; 1327816 ; 1T%

’—v 691 ribu orang

8.69%

Lak-Laki Perempuan 15
Data Per 11 Desember 2018

Gambar 2.4 : Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) melalui Dana Desa Tahun 2018

Laporan Pelaksanaan Quick, Win 2018 17



Kemajuan Penyaluran Dana Desa Tahun

Tahap 1
Rp 12T

RKUN ke RKUD
100%

RKUD ke Desa
100%

Tahap 2
Rp 24T

RKUN ke RKUD
100%

RKUD ke Desa
92%

=Menu 9 Login

|
*

Penyerapan Sebesar

99.99%

74958 Desa

Jumlah Alokasi | Rp 60T

Tahap 3

Rp 24T

RKUN ke RKUD
92%

RKUD ke Desa
3%

Gambar 2.5 : Sistem Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa (PKTD)
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BAB III
PENUTUP

Salah satu program reformasi birokrasi yang diimplementasikan di Kemenko PMK adalah program quickwins, sebagai upaya
percepatan khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko PMK. Sesuai dengan kesepakatan yang dibangun mulai dari
tingkat pelaksana sampai tingkat pimpinan, quickwins di lingkungan Kemenko PMK dari tahun ke tahun berubah. Pada tahun 2018
quickwins Kemenko PMK adalah (1) Pelaksanaan transformasi BNPT (Bantuan Pangan Non Tunai), dan (2) Pelaksanaan Program
Padat Karya Tunai Desa.

Program BPNT dilaksanakan sejak bulan Januari 2018 berupa beras dan telur yang diharapkan dapat mendukung perbaikan gizi dan
protein bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi penerima program. Hingga akhir tahun 2018 masih terdapat 295 kabupaten yang
masih akan menyalurkan Bansos Rastra, dengan jumlah KPM mencapai 5,5 juta KPM. Rencananya pada tahun 2019 seluruh wilayah
Indonesia akan sepenuhnya melakukan transformasi penyaluran Bansos Rastra menjadi BPNT. Untuk pelaksanaan BPNT tahun
2018, dari target 10 juta KPM terealisasi sebesar 10,05 juta KPM ( 100,5 %) dan dari total pagu anggaran sebesar Rp 7,72 T
terealisasi sebesar Rp 7,13 T (92,3%).

Untuk pelaksanaan Tahun 2018 Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD), total dana desa yang dianggarkan sebesar Rp. 32,31
Triliun dengan capaian realisasi sebesar Rp. 25,86 Triliun atau sekitar 80%. PKTD dapat menyerap 128.150.337 Hari Orang Kerja
(HOK) melibatkan 7.959.997 orang untuk mengerjakan 277.033 kegiatan dengan total pemberian upah sebesar Rp. 9,15 Triliun.

Dengan terlaksana Program Transformasi BNPT dan Program Padat Karya Tunai Desa dengan baik pada tahun 2018, hal ini
menunjukan Kemenko PMK telah berhasil melaksanakan program Quick Wins yang telah disepakati Tim Reformasi Birokrasi
Kemenko PMK. Semoga ini menjadi pelajaran yang baik dalam melaksanakan program quick wins lingkup Kemenko PMK dimasa
yang akan datang.
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